BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan,
maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pengirim pesan mesum melalui
media elektronik belumlah efektif dikarenakan masih meningkatnya kasus
mengenai tindak pidana kejahatan dalam setiap tahunnya selalu terdapat tindak
pidana kejahatan yang dilakukan dalam media elektronik, berkaiatan dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik tersebut sanksi pidana yang diberikan dalam undang-undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kurang berat sanksi
pidananya sehingga sanksi yang diberikan tidak mempengaruhi pelaku kejahatan
pengirim pesan mesum untuk tidak mengulangi kejahatan melalui media elektronik
dikarenakan sanksi pidana tersebut belum berat.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini
adalah sebagai berikut :

Dalam hal ini perlu adanya perubahan sanksi yang lebih memberatkan
dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik sehingga pelaku pengirim pesan mesum melalui media elektronik dapat
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berkurang agar suatu aturan tersebut dapat menjadi efektifnya harus adanya
perubahan sanksi yang lebih memberatkan, dan juga perbaharuan dalam Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sehingga sanksi dalam undang-

undang tersebut saling memberatkan.
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